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PERATURAN LAZRLE KTTA VUKITTINCAA
AU S B TAHIN Ay
TENT AN,
PERTANCCUNCIARAEAN PELALSANELN AN L ARAN PENOAPATAN DAN
BEILANIA DAERAK THHAUN ANCLLARIN 20515

DENCAN PAHMAT TUHAS YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGA,

Memimiteny - 2 bmhwz urtuk melzkszrzkan keentsan Pasal 220 ayat (1)
Undzrg-ndezrg Sexaex 22 Tzhun 2014 tentang Pemerintanan

—

Dzerzr wrmgrimzrnz Hah duiten eterzpe kah tevakiar

dergzr Undzong-rdarng Semor
Derutnion detoz brza rndzng - Undang Nomor 22 Tahun 2014

F

2 Tzhun 2015 rentang

sorvzry Cemmgmrrzrzn Lzerzn Hepziz Dzerzh menyampalkan
rzrrzrgen Perztirzni LeeTzil ‘enitarg  pertanggungawadan

Ezrszrzern hrggerzn Pendagatan dan Belanja Laeran «epada
ewzr Perwziizn Fziozt Dzerzh dengan dilampim laporan
ko izogzr. yang ‘'#Hah dipemiksz oleh Badan Pemeriksa
Lo zogzrn pelng zme 6 lenam Dulan seteiah tahun anggaran
Seraadr

o tzmiwz erdzsscian perumbangan sebagammana dimaksud
el =—ury 2z perhs mereszpian Peraturan Daerah tentang
e s g gawiiarn Pelaksaraan Anggaran Pendapatan dan

ey Daerasl. Tabon Anggaan 2019,

¢

l
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ChRngat I Pasal 18 Avat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

INndonesia Tahun 1945

¢ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Permnbentukan
Dacrah Otonom Kota Nesar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
19506 Nomaor 20},

3 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4280):
Undang Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 43595);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

N

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Scanned by TapScanner



Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republhik

ndonesin Nomaor H165),
1O Peraturan Pemenmntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Penpelolaan Keuanpan Daerah (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lLembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 6.322),
11 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

14. Peraturan Daerah Kota Bulkiattinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);

16.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 8);
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Menetapkan PERATURAN
ANOQOARAN  PIENDAFATAH

PELAKRSANAAN
DAERAH TAHUN ANOOARAN 2019

(AN LA JA

Poasnl |
graran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Pertanggungawaban pelaksanaan An

berupa Laporan heuangan memuat

a. Laporan realisas: anggaran,

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Neraca,

9D

Laporan operasional;

(o

Laporan arus kas;

f Laporan perubahan ekuitas,dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daer

pada ayat (1) dilampiri dengan

Keuangan sebagaimana dimaksud
ah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

a sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp734. 106.696.896,05

Rp716.528.264.978,33

c. Transfer ~ Rp559.301 924,50
Rpl17.019. 129.993,22

Surplus/(defisit)

b. Belanja

d. Pembiayaan
Rp97.049.480.755,88

_Rp0,00

- Penernmaan

- Pengeluaran
Rp97.049.480.755,88

Pembiayaan Netto
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'nanl |
Uraran Laporan  Realisasi Angeatnn sebppabiimoes  ohiomboagel  elplain Vuwanl /

sebagar benkut

(1) Sehsih ANERATAN denpnn TLULLLEL peiilnpsta S B

(Rp14 948 333 583,95) denpgan ot tan sebognd et
a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp /749 055 010 AR0 00
b. Realisasi Rp/J4. 100,090 890,00
Selisih Lebih/(kurang) (Hp 1A QAR 113 583,595

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumiah (Rpp ) 70 ORA 265 77,55

dengan rincian sebaga berikut

a. Anggaran Belan)ja

setelah perubahan Rp890 512 534 055 BH

b. Realisasi Rp716,528,204.,9748,3J
Selisih Lebih/(kurang) (Rp173 984 269 O77.55)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi belan)n trannfer sejumlah

(Rp125.918.168,50) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer

setelah perubahan Rp685.220.093,00

b. Realisasi Rp559.301.924,50
Selisih Lebih/(kurang) (Rp125.918.168,50)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp159.161.853.662,10 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Surplus/defisit
setelah perubahan (Rp142.142.723.668,88)

b. Realisasi __Rpl17.019.129.993,22
Selisih Lebih /(kurang) Rp159.161.853.662,10

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rpl142.142.723.668,88
b. Realisas) ~Rp97.049.480.755,88
Selisih Lebih/(kurang) (Rp45.093.242.913,00)
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(6) Selisih anggaran dengan realisnsi pengeluaran petnbinymntr sojoeeint, Pl (6

dengan nncian sebagm bernkut

a. Anggaran pengeluaran pembiayaarn

setelah perubahan 0,00

b. Realisasi KpO,00
Selisih Lebih/(kurang) o Al
fimttéy T U deshr ds

(7) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  permbiaysant
(Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rpl142.142.723 668 88
b. Realisasi Rp97.049.480.755,85

Selisih Lebih/(kurang)

(RpAS 0% IVL D)%

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalarm Pass |

ayat (1) huruf b sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir

RE95.91%5 280 1% 2%
Rpl 14"/::5 F.w.r,r T4y | "J'

Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per %1 Desember

Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rpl. 6208873912 552 62

b. Jumlah kewajiban Rp2.686 T3 (X1 ()

c. Jumlah ekuitas Rpl.618.197 176 545 £2
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 4 ger
31 Desember 2019 sebagai berikut

a. Kegiatan Operasional Rpl39 353739 217 45
b. Kegiatan Non Operasional (RpO.511 407 (4053
C- P'U'S L-U.EI BiESa -r':"‘;-" T.-l" L r-l'f.-i;i "'""..'.""" ":

T =

Surplus/ Defisit Laporan Operasional .P‘pa] 29.791 322 547 42
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Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk

tahun vang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai benkut
a. Saldo Kas Awal per 1 Januarn Tahun 2019 Rp88.591.850.070,88
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp204.415.382.257,01
Arus Kas Aktivitas Investasi (Rp185.231.863.21 9,79)

)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

AL

/Pembiayaan Rp0,00

e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non
Rp48.790.563,00

anggaran
f Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun

2019

Rp107.824.159.671,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp1.438.711 727.365,00

b. Surplus/Defisit LO Rp129.791.322.547,42

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Rp49.694.126.637,26

Rpl1.618.197.176.549,68

Kesalahan Mendasar _

Jumlah Ekuitas Akhir

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf ¢ memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos
Laporan Keuangann.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran ] . Laporan Realisasi Anggaran,
Lampiran [.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiranl-ﬂ : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan:
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k.

L

g m ™ N a n

Lampiran | 3

Lampeuran | 4

Lampiran II
Lampuran [l
Lampuran IV
Lampiran V
Lampiran Vi
Lampiran VII
Lampuran VIII
Lampiran [X
Lampiran X

Lampiran XI
lLampiran Xl

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q.- Lampiran XVII

r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX
t Lampiran XX

Rekapitulas: Healisam Anggaran Belangas Daerah Menurat

. - e P
Urusan Pemenntahan Daerah, Orgamsass. rTogyasms dan

Kegatan

Fekapitulass Feahisass Anggaran Belanga [Uaerah UrtuK
Keselarasan dan Keterpaduar Jrusan Perrerrtan
Daerah dan Fungs dalam Kerangka Pengeloiaan

Keuangan Negara,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Letan,

Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca.

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagh:

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisinan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan:

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek:

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan vang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam
Tahun Anggaran Berikutnya;

[khtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

terdin dan i

daerah.
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Pasal 12
Penjabaran Pertanggungawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan)a
Daerah sebagar nncian lebhh lanmjut dan  Pertanggungawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan

dengan Peraturan Walkota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memernntahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittingg.

Ditetapkan di Bukittingg]
pada tanggal || Jept enber 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

e ¢

M. LAN NURMATIAS

T,

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal |} Jeptember 2020
SEKRETARIS DAE KOTA BUKITTINGGI,

.ﬁ

YUEN KARNOVA
LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR . 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: ..( 37 61/ 2010)
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